SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang: a.

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1), Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,
menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar
angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk
membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam

Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang APBD;



Mengingat

: 1.

bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 Nopember
2013 DPRD Kota Kediri belum memberi persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
yang telah dibahas, maka untuk memperoleh persetujuan
Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan pengeluaran
setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



6.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4614);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19
Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Kediri Tahun 2010-2014;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah
diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;



Menetapkan :

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah
diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor S5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2013
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai
berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. 979.388.109.512,47
2. Belanja Daerah Rp. 1.097.475.966.315,67

Defisit Rp. (118.087.856.803,20)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp. 119.337.856.803,20
b. Pengeluaran Rp. 1.250.000.000,00 -

Pembiayaan Netto Rp. 118.087.856.803,20
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1

(2)

(3)

terdiri dari :

a.
b.

C.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 136.900.619.769,47
Dana Perimbangan sejumlah Rp. 696.144.998.868,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

Rp.146.342.490.875,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.

C.

Pajak Daerah sejumlah Rp. 50.186.856.255,40

Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.830.193.477,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
Rp.1.140.201.993,52

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.
75.743.368.043,55

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pendapatan :

a.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.
103.202.299.868,00



(4)

(1)

(2)

(3)

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 562.943.089.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 29.999.610.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah  Rp. 44.069.277.967,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.
93.528.737.908,00

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Rp.8.744.475.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri
dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 568.211.680.039,16
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 529.264.286.276,51
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 495.534.128.483,72
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 46.604.358.640,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 24.862.553.390,44
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota,
Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 564.697.925,00
e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 645.941.600,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 85.732.509.588,09
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 197.252.526.677,42
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 246.279.250.011,00
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3
terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp. 119.337.856.803,20
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.250.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah
Rp.119.337.856.803,20

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

Rp.1.250.000.000,00

b. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf e digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan
bencana alam dan/atau bencana sosial, memberikan santunan
kematian bagi penduduk miskin, serta kebutuhan mendesak lainnya,
seperti penanganan konflik sosial, dan/atau penanganan gangguan
keamanan.

(2) Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja
Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Walikota.

Pasal 6
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

dari :



© N o

11.

12.
13.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

. Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

11

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja  dan
Pembiayaan,;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lain-lain;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan

untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(1)

Pasal 8

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada pasal 6

adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
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dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawali,
belanja barang dan jasa.

(2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah
belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar
masyarakat yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan
pelayanan kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan

kewajiban kepada Pihak Ketiga.

Pasal 9
Paraturan Walikota ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Paraturan
Daerah Kota Kediri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 -1 -2014
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. SAMSUL ASHAR
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Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 8-1-2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.
DWI CIPTANINGSIH,S.H.M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19631002 1993003 2 003
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WALIKOTA KEDIRI


 PERATURAN  WALIKOTA  KEDIRI

NOMOR    1    TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA KEDIRI,


Menimbang: a. 
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang APBD;




b.
bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 DPRD Kota Kediri belum memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dibahas, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat
:
1.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);


3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);


5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);


6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);


7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004   Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);


8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);


11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);


13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 No 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);


14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);


15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);


17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);


18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);


19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;


21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan   Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;


27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;


28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;


30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);


31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;


32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun   2010–2014; 


33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2012;


34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan;


35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;


36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;


38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2013;


39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;


40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;


41. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

42. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;


43. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :


1.
Pendapatan Daerah
Rp. 
979.388.109.512,47

2.
Belanja Daerah
Rp. 
1.097.475.966.315,67



Defisit
Rp.
(118.087.856.803,20)

3.
Pembiayaan Daerah:



a.
Penerimaan
Rp.
119.337.856.803,20


b.
Pengeluaran
Rp.
1.250.000.000,00
-






Pembiayaan Netto
Rp. 
118.087.856.803,20


Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 



Berkenaan
Rp.                       
0,00


Pasal 2

(1)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :



a.
Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 136.900.619.769,47


b.
Dana Perimbangan sejumlah Rp. 696.144.998.868,00


c.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp.146.342.490.875,00

(2)
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :



a.
Pajak Daerah sejumlah Rp. 50.186.856.255,40


b.
Retribusi Daerah sejumlah Rp. 9.830.193.477,00


c.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp.1.140.201.993,52


d.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 75.743.368.043,55

(3)
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :



a.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 103.202.299.868,00


b.
Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 562.943.089.000,00


c.
Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 29.999.610.000,00

(4)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:



a.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
Rp. 44.069.277.967,00


b.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.  93.528.737.908,00


c.
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp.8.744.475.000,00

Pasal 3

(1)
Belanja  Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:



a.
Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 568.211.680.039,16


b.
Belanja Langsung sejumlah Rp. 529.264.286.276,51 

(2)
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:



a.
Belanja Pegawai sejumlah Rp. 495.534.128.483,72


b.
Belanja Hibah sejumlah Rp. 46.604.358.640,00


c.
Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 24.862.553.390,44 



d.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 564.697.925,00


e.
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 645.941.600,00

(3)
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :



a.
Belanja Pegawai sejumlah Rp. 85.732.509.588,09


b.
Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 197.252.526.677,42


c.
Belanja Modal sejumlah Rp. 246.279.250.011,00

Pasal 4

(1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:



a.
Penerimaan sejumlah Rp. 119.337.856.803,20


b.
Pengeluaran sejumlah Rp.  1.250.000.000,00

(2)
Penerimaan  sebagaimana   dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  a   terdiri  dari   jenis pembiayaan:



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp.119.337.856.803,20

(3)
Pengeluaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  terdiri  dari  jenis pembiayaan :



a.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.1.250.000.000,00


b.
Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

(1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, memberikan santunan kematian bagi penduduk miskin, serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial, dan/atau penanganan gangguan keamanan.

(2) Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Uraian  lebih  lanjut  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
Lampiran I
Ringkasan APBD;


2.
Lampiran II
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;


3.
Lampiran III
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;


4.
Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;


5.
Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;


6.
Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;


7.
Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;


8.
Lampiran VIII
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;


9.
Lampiran IX
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;


10.
Lampiran X
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;


11.
Lampiran XI
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;


12.
Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan


13.
Lampiran XIII
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.


Pasal 7

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.


Pasal 8

(1)
Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.


(2)
Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan kewajiban kepada Pihak Ketiga.

Pasal 9

Paraturan Walikota ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Paraturan Daerah Kota Kediri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.


Ditetapkan di Kediri


pada tanggal   8 – 1 - 2014 

WALIKOTA KEDIRI,

             ttd.


H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri


Pada tanggal     8 - 1 - 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,


                          ttd.


AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 1

KEDIRI,


 Salinan sesuai dengan aslinya


a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI


ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



u.b



KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M


Pembina Tingkat I


                    NIP. 19631002 1993003 2 00314 NOMOR

SALINAN
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